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ey SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR {OQ TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf

Mengingat

‘1

d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan
ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu)
bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, serta u;nuk
mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Dacrah dengan DPRD, maka perlu adanva
pengatiitan  mengenal  Anggaran  Pendapatan  dan Hrlmﬁa
Dacrat Kata Sawanhlunto Tahun Anggaran 2020: ‘

bahwa  herdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada toraf o, perln menetapkan Peraturan Daerah tentang
1C allgl

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angg
2020 i

aran

Pasal 18 avat (f) Undang Undang Dasar

Negara Republik
Indoneaia Tahun 145,

Undang -Girie; . ) :
ndarg Uncang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerat Otonom Kota Kecil dalam 1, .

3t _ mngkungan Daerah Propins:
D matera Te 3

,l,l.rfl ]'i ra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabuun
14956, Namor 19}




10.

11

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanigst
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan liatrak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443%);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

: Undang—Undaﬁg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Sawahlunto,  Kabupaten Daerah  Tingkat 11 Sawahlunto/
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

-Peraturan  Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028},



18.

19.

22

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200

I Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

S tentang Dana
Perirnbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia T

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4575);

ahun
Negara Republik

S tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoriesin Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesin Nomor A576), scbagaimana telah
divibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
fentaneg Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahy 2005 tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peratiiran Pemerintah Nomor 8 Tahun

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeri
Republik  Indonesia Tahun 2006
Lembaran Negara Republik Indonesia

2006 tentang Pelaporan
ntah (Lembaran Negara
Nomor 25, Tambahan
Nomor 4614,
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. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Femerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 51695);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

. Peratuian Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tenitang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5717),

Feraturan  Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Peratiran  Dana  Desa  Yang Bersumber  Dari A!mgamh
Peondanatan dan Relanja Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Magars Pepublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubshan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber
dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



29.

30.

31.

33.

34.

 Bosl

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menters Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolanan  Keuangan  Daerah  (Berita

Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedornan Pemberian Hibah  dan Bantuan Sosial

vang
B

wrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
whagimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir dengan
Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerzh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 541):
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tenitany
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerali Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tanun 2019 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota
Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005
Nomor 2 Seri E.1);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Sen
E.2) scbagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007
teniang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan Daerah  Kota
Yawahlunto  Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan
Protoboler  dan Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah
Keta Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);

Peratiiran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005
tentang  Kedudukan  Protokoler  Keuangan Pimpinan  dan
Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kots Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri
E J) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah Rota
Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan



44.

46.

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembuararn [iaeral
Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan
Terbatas Lembu Betina Subur ( Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan
Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 );

. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR ) se Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sawanlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 }:

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
Bank Nagari Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14 ) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan Peraturan Daeralh Kota
Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010
fentany Penyeriaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada
bank  Nagari Sumatera Barat  ( Lembaran Daerah Kota
Sawablunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Mraeral kEata Qawahhinto Nomor 74 ),

7 Peratiran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010

tentang Penvertaan Modal Pemerintah Kota S8awahlunto pada
Perieahaan Daecrah Air Minum  (PDAM) Kota Sawahlunto
(Lernbaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16 )
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kota
Sawahluntc Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal



48.

49.

50.
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Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daeran Air
Minum (PDAM) ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahius
2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunts
Nomor 43 );

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam
Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42 );

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11 );

. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keunangan dan  Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
(Lemmbaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkar : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 631.859.255.114,00
2. Belanja Daerah Rp. 682.764.180.858,17
Surplus / ( Defisit ) (Rp. 50.904.925.744,17)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 52.821.592.410,83
b. Pengeluaran Rp. 1.916.666.666,66
Pembiayaan Netto Rp. 50.904.925.744,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0,00
Pasal 2
!} Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
4 Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 61.765.678.778,00
Duna Perimbangan sejumlah Rp. 508.874.543.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah sejumlah Rp. 61.219.033.336,00

"2 Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan

4 Pagak Daerah sejumlah Rp.  0.685.187 400,00
Hetribnist Dacrah sejumlah Rp. O.881.977 83R.00
Hasil Penigelolaan Kekayaan
Daerah yang dipiasahkan sejumlah Rp.  11.720.000 000,00
Lamn lain Pendapatan Aali Daerah
Tang Jah aejumiah Rp  37.478.513.540,00

(3} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
ienis pendapaten
a. Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.  16.875.807.000,00
b, Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp. 391.545.423.000,00
¢ Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah  Rp. 100.453.313.000,00



(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (]
huruf ¢ terdir1 dan jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 7.131.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp. 25.165.008.336,00
¢. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 28.923.025.000,00
Pasal 3
(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 324.927.043.138,17
b. Belanja Langsung sejumlan Rp. 357.837.137.720,00

(2] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawal sejumlah Rp. 243.609.314.014,17
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
¢. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.294.200.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.167.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumlah Rp. 1.256.717.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten /Kota dan

Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 70.349.812.124,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00

o

') Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

J&

4 Belanja Pegawai Rp. 62.409.282.250.00
. Belanje Barang dan Jasa sejumlah Rp. 163.949.738.878,00
¢ Belanja Modal scjamlah Rp. 131.478.116.592.00

Pasal 4

Permbiayaan Daerah sebagmimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dar
v Peneritaan seiimlah Rp.  52.821.5092 410,83
Perngeluaran acpimlah Rp 1.916.6606.666,66

2 Penenimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a terdini dari jenis
pembnayaan

Penggunaan SiLPA Rp.  40.125.703.375 .48
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Rp.  12.695 880 035,35
(3) Pengeluaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiavaan
a. Penvertaan Modal {Irivestass)
Pemerintah Daerah Rp. 750.000.000,00

b. Pembayaran Pokok U tang Rp. 1.166.666,666,60



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimaén;:
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2

.

(O]

(7]

Q\

=

0

0N

Lampiran |
Lampiran I

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Dalar keadaan darurat,

rang  belum

Rarncangan Pe

Dialarn hal

AT A

menggnanakan

¥
y

fentang Anggaran Pend;

tersecd s
rubahan Anggaran Penda
Fendanaan keadaat; o
chimakest e pada ayat (1) d

belania tidak terduga tidak me

dara dzri hasil penjadwalan ulang ca
pragram dan keviatan |

memanfaatkan uang kert
Pengeluaran sebagaiman
keperluan mendesak

: Ringkasan APBD;
. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi Perangkat Daerah.

. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Perangkat Daerah , Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan,;

: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
: Daftar Piutang Daerah

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lain-lain

: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnva

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Ke

mbali
dalam Tahun Anggaran ini

: Daftar Dana Cadangan Daerah
: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelu
Anggarannya, yang sclanjutnva diusulkan

patan dan Belanja Daerah.
arurat yang belum tersedia an

aran
dalam

ERAarannya sebagaimana
apat menggunakan belanja tidak terduga.

neukupi dapat dilakukan dengan

paian target kinerja

ahun anggaran berjalan; dan
as vang tersedia

atnnya dalam t

a dimaksud pada ayat (2} te

rmasuk belanja untuk
vang kriterianya dit

etapkan dalam peraturan daerah
"patan dan Belanja Daerah.



Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud puds

ayat (4) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggararinya
belun tersedia dalam tahun berjalan;

b. belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
pengeluaran dacrah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan,; dan/atau

d. pengeluaran dacrah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

(5)

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

3 0 DEC 2019

) Ditetapkan di Sawahlunto
Salinan sesuai dengan aclinya
7. AEPALA BAGIAN JUKUM DAN HAM pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

el ttd
IMORA MULYONO, SH
MID TARIOA1Y 201001 17 14 DIERT ASTA

Dinndangkarn oi Sawahlinto
pacla tanggal 30 Desernber 2019

Pl SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
tiel
EFRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR : (10 /455/2019)



Lampivan | PERATURAK DAERRKM VTR SEUKMEETG
Namaor 1G TAIUH 2514
Tanggal 30 Desenbmr 2434

Tentang : ANGGARAN PENDAVRS RS Gkby 35 f85 04
DAERAH TAHUR ASCLRSISS 14574

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN JUMLAH
CWwRUT SR

1 e 2 3 o
1 ‘ PENDAPATAN 631.859.255.114,00_:
1.1 PENDAPATAWASLIDAERAH 61.765.678.778,00
Polsd Pendapatan Pajak Daerah 6.685.187.400,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.881.977.838,00
E.1.3 g Pendapatan Hasil Pengelalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.720.000.000,00
I Lain-lain PAD Yang Sah 3 ‘7_.478‘51”3‘._55_(‘){(_)0‘
= DANAPERIMBANGAN 508.874,543.000,00
1.2.1 Dana Bag! Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 16.875.807.000,00
r.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) 391.545.423.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 100453313000,00
£.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAM YANGSAH | 61.219.033.336,00
1.3.1 Pendapatan Hibah ’ 7.131.000.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsl dan Pemerintah Daerah Lainnya 25.165.008.336,00
1.3 Dana Alokasi Desa 28.923.025.000,00 i

(B3

S I S I
'
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SIS )
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C VR

BELANJA

682.764.180.858,17

SELANJA TID/K LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Balanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuar. Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan E
Desa |

Sefa2nja Tidak Terdugu i

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai : .........
Beianja Barang dan Jasa ;
Beiania Modal :

324.927.043.138,17 |
1.500.000.000,00
4.254.200.000,00
3.167.000.000,00
1.256.717.000,00 |
70.349.812.124,00 |

~750.000.000,00
357.837.137.720,00
62.403.282.250,00
163.949.738.878,00
131.478.116.592,00

P ——

SURPLUS / (DEFISIT) |
PEMBIAYAAN DAENAH ‘
PEMERIMAAM PEMBIAYAAN DAERAH
Fariggunaar SILPA
Sarerirraan kertibal Pernbarian Plijanman

DEMGELLABAM PEMBTAYAAN DAERAN
Iaryartaae Marlal ([nyes asi) Pamerintab Daerah

!

Darvbigyarar Prkcle LA
i
PEMBIAYAAN NETTO |
|

1

SIGA EATH PEMATAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN ‘

Sawahhinta, 30 Desermbfr 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO

{50.904.925.744,17)

57.821.592 410,83
40 125.703,375,48 |
17,695 BBY 035,35
1.916 666 666,66
750.000.000,00
1,166,666 666,66

50.904.925.744,17

0,00
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